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ABSTRAK

IDENTIFIKASI HUKUM TERHADAP KONSEP
CREATING SHARED VALUE (CSV) DALAM PELAKSANAAN
KERJA SAMA ANTARA PT GREAT GIANT PINEAPPLE DAN
PETANI JAMBU BANGKOK DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh
DELIA PUSPITASARI

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya
alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate
Social Responsibility (CSR) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 74
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT Great Giant
Pineapple (PT GGP) merupakan perusahaan yang telah menerapkan CSR dengan
konsep baru yaitu konsep Creating Shared Value (CSV). Penerapan konsep CSV
oleh PT GGP dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan Vendor dan Petani
Jambu Bangkok yang terdapat di Kabupaten Tanggamus. Permasalahan dalam
skripsi ini yaitu tentang syarat dan prosedur menjadi mitra, hak dan kewajiban
para pihak, serta penyelesaian sengketa yang timbul dalam penerapan CSV.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris dengan
tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yaitu yuridis empiris. Data dan
sumber data bersumber dari data primer yang didapat dari lokasi penelitian dan
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat untuk bermitra yaitu Vendor harus
memiliki lahan pertanian pribadi minimal 15 hektar, fotokopi KK dan KTP,
NPWP, serta bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Prosedur dalam bermitra yaitu
perusahaan akan melakukan pengecekan ke lahan pertanian kemudian dibuatlah
perjanjian kerja sama dalam bentuk tertulis. Apabila Vendor mampu memenuhi
persyaratan luas lahan tersebut maka Vendor dapat melakukan kemitraan secara
langsung dengan perusahaan, namun jika Vendor tidak mampu maka
diperbolehkan untuk melakukan kerja sama dengan petani lain. Vendor mengajak
para petani untuk bekerja sama dengan syarat harus memiliki lahan pertanian dan
fotokopi KK dan KTP. Prosedur selanjutnya yaitu dibuatlah perjanjian kerja sama
secara lisan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu PT GGP memberikan
bibit jambu kepada petani maka petani harus menjual hasil panennya ke
perusahaan melalui Vendor. Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan CSV ini,
maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan.

Kata Kunci: PT GGP, Kerja Sama, Creating Shared Value (CSV).



ABSTRACT

LEGAL IDENTIFICATION OF THE CONCEPT OF
CREATING SHARED VALUE (CSV) IN IMPLEMENTATION OF
COOPERATION BETWEEN PT GREAT GIANT PINEAPPLE AND
GUAVA BANGKOK FARMERS IN TANGGAMUS

Written By
DELIA PUSPITASARI

Companies that carry out their business activities related to natural resources
must carry out Corporate Social Responsibility (CSR) issued has been mandated
in Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. PT
Great Giant Pineapple (PT GGP) is a company that has implemented CSR with a
new concept, the concept is Creating Shared Value (CSV). The implementation of
the CSV concept was carried out by PT GGP in the form of partnerships with
vendors and the collaboration between Vendors and Guava Bangkok Farmers
was carried out in Tanggamus District. The problem in this research are about
the requirements and procedures of being partners, the rights and obligations of
the parties, and resolving disputes that arise in applying CSV.

The type of research used a type of empirical normative research with a type of
descriptive research type. Approach to the problem is empirical juridical. The
data used in this study are primary data obtained from research and secondary
data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary
legal materials which are then analyzed qualitatively.

The results of the research show the requirement, namely vendors must have a
minimum of 15 hectares of private agricultural land, photocopies of family card
and identity card, taxpayer registration number, and banks appointed by the
company. Procedures is namely the company will check the agricultural land and
then make a cooperation agreement in the requested form. If the vendor is able to
meet broad requirements, the vendor can make a direct partnership with the
company, but if the vendor is not able, the vendor allows to cooperate with other
farmers. Vendors invite farmers to work together with the requirement to have
agriculture and a photocopy of family card and identity card. The next procedures
Is a cooperation agreement is made orally. The rights and obligations of each
party, namely PT GGP to provide guava seeds to vendors and then received by
vendors to farmers, the farmers must sell their crops to the company through
vendors. If an agreement arises in CSV for a good partnership between PT GGP
and vendors or vendors with guava farmers, then the parties will settle by means
of family consultations.

Keywords: PT GGP, Cooperation, Creating Shared Value (CSV).
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, tentu
sangat Dberpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha yang menuntut
perusahaan untuk meningkatkan perhatian dan tanggung jawab sosialnya terhadap
masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut sering dikenal dengan
istilah Corporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan komitmen
perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi
yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi,

sosial dan lingkungan.*

Definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagaimana tertuang di
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT), bahwa TJSL merupakan komitmen perseroan untuk berperan
serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pengaturan mengenai TJSL atau

CSR tertuang dalam Pasal 74 UUPT yang menyatakan bahwa perseroan yang

' Busyra Azheri, Corporate Social Resonsibility (Dari Voluntary menjadi Mandatory),
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, him. 35.



menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya
alam wajib melaksanakan TJSL. Berdasarkan ketentuan tersebut maka
pelaksanaan TJSL hanya diwajibkan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL ini
merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran. Selain itu, perseroan yang tidak melaksankan kewajiban TJSL
akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait. Dengan demikian, UUPT menjadi dasar hukum yang kuat bagi perusahaan
dalam menerapkan TJSL atau CSR. Kewajiban perusahaan tersebut dalam
melaksanakan TJSL merupakan sebuah tanggung jawab hukum terhadap

masyarakat yang harus dilaksanakan bagi setiap perusahaan.

Seiring berjalannya waktu, penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan
memiliki berbagai cara dan ciri khasnya masing-masing. Sesuai dengan penerapan
TJSL atau CSR yang terdapat dalam UUPT, Perusahaan diberikan kebebasan
untuk melaksanakan CSR sepanjang masih dalam ruang lingkup undang-undang
yang berlaku. Bentuk TJSL atau CSR yang dilakukan perusahaan berupa kegiatan
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan
sekitar, seperti pemberian bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu, pemberian
dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, dan sumbangan untuk masyarakat yang

bersifat sosial khususnya bagi masyarakat yang berada disekitar perusahaan.

Namun dalam praktiknya, penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak

secara langsung memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan. Perusahaan



hanya melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat tanpa adanya timbal balik
yang didapatkan perusahaan guna meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga
konsep TJSL atau CSR kini dikembangkan dengan sebuah konsep yang lebih
menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Pengembangan dari
konsep tersebut dikenal dengan istilah Creating Shared Value (CSV). CSV
merupakan strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah
dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan.? CSV adalah sebuah
konsep yang mengharuskan perusahaan memainkan peran ganda dengan
menciptakan nilai ekonomi (economic value) dan nilai sosial (social value) yang
dilaksanakan secara bersama-sama (shared), tanpa salah satu diutamakan atau

dikesampingkan.’

Konsep CSV merupakan sebuah ide adanya hubungan interdependen antara bisnis
dan kesejahteraan sosial. CSV menekankan adanya peluang untuk membangun
keunggulan kompetitif dengan cara memasukkan masalah sosial sebagai bahan
pertimbangan utama dalam merancang srategi perusahaan. Dengan demikian,
konsep CSV menempatkan masyarakat termasuk pemangku kepentingan
(termasuk pemasok) sebagai mitra sesama subyek. Pada dasarnya CSV berbeda
dengan CSR walaupun keduanya memiliki landasan yang sama yaitu doing well
by doing good. CSV merupakan transformasi atau pengembangan dari CSR* yang
memiliki perbedaan utama yaitu bahwa CSV sudah menapak pada penciptaaan

nilai bersama atau creating value, sedangkan CSR masih berbicara tentang

? Sunaryo, Disertasi Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam
Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015, him. 386.

% | Ketut Dharma, dkk, Implementasi Konsep Creating Shared Value (CSV) sebagai
Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Peningkatan Kesejahteraan Stakeholder
(Studi Pada PT Nestle Indonesia Panjang Factory), Jurnal Hukum, Vol 1 No 3, 2018, him. 5.

* Sunaryo, Disertasi Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial....., Loc.cit.



responsibility. Jika CSV sudah menapak pada penciptaan nilai bersama, sehingga
terintegrasi dengan pencapaian keuntungan perusahaan, maka CSR masih
berbicara tentang tanggung jawab sebagai respon dari tekanan luar perusahaan.
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya bukan hanya menciptakan nilai
ekonomi tetapi juga nilai sosial secara bersama-sama tanpa ada yang didahulukan

atau dikesampingkan.

Penerapan CSV sebagai konsep yang relatif masih baru, akhir-akhir ini semakin
menjadi tren dan sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan. Sebagai contoh yaitu
PT Nestle Indonesia yang melakukan kemitraan dengan petani kopi dalam rangka
menyediakan kopi untuk produksi Nescafe. Nescafe adalah sebuah brand terkenal
berupa minuman kopi yang diproduksi oleh Nestle. Kemitraan Nestle Indonesia
dengan petani kopi lokal berawal pada tahun 1994. Saat ini, Nestle bekerja sama
dengan sekitar 20.000 petani kopi di Lampung, melalui pendampingan dan
berbagai pelatihan. Lebih dari 18.000 diantaranya kini telah tervalidasi 4C
(Common Code for the Coffe Community) sebuah standar yang disusun oleh 4C
Association yang mencakup berbagai aspek dalam pertanian kopi yang
berkelanjutan.” Model kerja sama tersebut telah berhasil membantu para petani
kopi untuk meningkatkan kualitas produksi kopi dan meningkatkan kesejahteraan
petani. Pada saat yang bersamaan perusahaan juga mendapat jaminan pasokan biji

kopi yang berkualitas dari petani.

Perusahaan lain yang telah menerapkan konsep CSV adalah PT Unilever

Indonesia yang telah melakukan kemitraan dengan para petani sebagai upaya

® Nestle, Mendukung Produksi Kopi Nasional, http://www.nestle.co.id/ina/kisah/kerja-
sama-saling-menguntungkan-dukung-produksi -kopi, diakses pada tanggal 13 desember 2018,
Pukul 21.03 WIB.



meningkatkan produktivitas budidaya kedelai hitam demi meningkatkan
penghidupan petani. Kedelai hitam adalah salah satu bahan dasar utama dalam
produk kecap dengan merek Bango. Kesuksesan PT Unilever Indonesia dalam
melakukan pembinaan kepada petani dapat dilihat dari hasil produksi total kedelai
hitam di tahun 2013 dan 2014 yang mencapai 1.101 ton, dengan melibatkan 5.894
petani.® Oleh karena itu, Unilever berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan
guna meningkatkan kesejahteraan para petani seiring pertumbuhan bisnis Bango.
Dari kedua contoh perusahaan tersebut, dapat dilihat bahwa manfaat dari
penerapan konsep CSV tidak hanya perusahaan yang akan memperoleh
keuntungan, tetapi pihak-pihak yang terkait dalam mata rantai operasional

perusahaan juga akan memperoleh keuntungan ekonomi untuk jangka panjang.

Perusahaan yang telah menerapkan konsep CSV di Provinsi Lampung, salah
satunya yaitu PT Great Giant Pineapple (PT GGP) yang terdapat di Kabupaten
Lampung Tengah. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1979 dan bergerak dalam
bidang pengolahan dan pengemasan buah-buahan dalam berbagai macam produk
olahan maupun buah segar. CSV dijadikan sebagai kebijakan dalam rangka
meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan
sosial masyarakat disekitar perusahaan. PT GGP menjalin kerja sama dengan para
petani yang salah satunya dilakukan dengan petani jambu yang terdapat di
Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sejak tahun 2011.” GGP telah

membina petani di daerah tersebut, hingga dapat maju dan berkembang, serta

® Unilever, Program Peningkatan Taraf Hidup, https://www.unilever.co.id/about/who-
weare/yayasan-unilever-indonesia/program-peningkatan-taraf-hidup/, diakses pada tanggal 16
Desember 2018, Pukul 11.03 WIB.

7 http://www.sembadapangan.com/ada-jaminan-pasar-dan-harga-bermitra-dengan-pt-ggp-
untung/, diakses pada tanggal 5 September 2018, Pukul 20.23 WIB.


http://www.sembadapangan.com/ada-jaminan-pasar-dan-harga-bermitra-dengan-pt-ggp-untung/
http://www.sembadapangan.com/ada-jaminan-pasar-dan-harga-bermitra-dengan-pt-ggp-untung/

mampu bersaing dengan daerah lain. Jambu yang menjadi komoditas utama di
Kabupaten Tanggamus adalah Jambu biji kristal (sering disebut jambu Bangkok).
Dengan adanya pembinaan yang dilakukan tersebut, Kini para petani mampu

menghasilkan jambu bangkok yang bobotnya mencapai 1 kilogram (kg) perbuah.®

Pelaksanaan kemitraan PT GGP dengan petani jambu bangkok tidak dilakukan
secara langsung, di mana petani jambu bangkok tidak berhubungan langsung
dengan perusahaan, melainkan dijembatani oleh ketua kelompok tani atau dalam
hal ini sering disebut dengan istilah vendor. Vendor dalam kemitraan ini
bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan petani yang menjadi hak dan
kewajiban petani jambu bangkok, dan apabila terdapat wanprestasi yang
dilakukan oleh petani jambu bangkok, maka yang memberikan suatu peringatan
bukan pihak perusahaan secara langsung, tetapi vendor yang akan memberikan

peringatan langsung kepada petani jambu bangkok.

Program pembinaan yang dilakukan olen PT GGP sebagai upaya untuk
meningkatkan produktivitas dan menghasilkan jambu bangkok yang berkualitas
tinggi, meningkatkan pendapatan, memberikan lapangan pekerjaan, memberikan
pelatihan dan pengalaman serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten
Tanggamus. Konsep CSV vyang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya
berdampak terhadap peningkatan ekonomi perusahaan, melainkan untuk
melindungi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan prinsip-
prinsip ekonomi. Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat

bahwa kemitraan yang dilakukan oleh PT GGP memberikan dampak positif bagi

¢ Ibid.



masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan perusahaan dalam
mendongkrak pendapatan petani yang berkorelasi dan bergaris lurus dengan
pendapatan perusahaan sejak adanya kemitraan tersebut, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian hukum berupa skripsi yang berjudul: “ldentifikasi
Hukum terhadap Konsep Creating Shared Value (CSV) dalam Pelaksanaan
Kerja Sama antara PT Great Giant Pineapple dan Petani Jambu Bangkok di

Kabupaten Tanggamus”.

B. Permasalahan

Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan dan

membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti. Untuk menganalisis permasalahan di atas, maka penelitian dilakukan
dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur menjadi mitra pada penerapan konsep
Creating Shared Value (CSV) dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara
PT Great Giant Pineapple dan Petani Jambu Bangkok di Kabupaten
Tanggamus ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kerja sama antara PT
Great Giant Pineapple dan Petani Jambu Bangkok di Kabupaten Tanggamus ?

3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang timbul dari penerapan konsep
Creating Shared Value (CSV) antara PT Great Giant Pineapple dan Petani

Jambu Bangkok di Kabupaten Tanggamus ?



C. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai identifikasi hukum
terhadap konsep Creating Shared Value (CSV) dalam pelaksanaan kerja sama
antara PT Great Giant Pineapple dan Petani Jambu Bangkok di Kabupaten

Tanggamus.

2. Ruang Lingkup Bidang lImu
Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan

khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Sujektif
a) Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Lampung untuk melaksanakan penelitian hukum.
b) Mengaplikasikan ilmu hukum dalam fenomena sosial.
c) Syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

2. Tujuan Objektif
a) Menganalisis syarat dan prosedur penerapan konsep Creating Shared Value
(CSV) dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT Great Giant

Pineapple dan Petani Jambu Bangkok di Kabupaten Tanggamus.



b) Menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kerja sama antara PT
Great Giant Pineapple dan Petani Jambu Bangkok di Kabupaten
Tanggamus.

¢) Menganalisis penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dalam penerapan
konsep Creating Shared Value (CSV) antara PT Great Giant Pineapple dan

Petani Jambu Bangkok di Kabupaten Tanggamus.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berguna sebagai salah satu upaya untuk memberikan sumbangan
pemikiran dan pemahaman baru bagi perusahaan dan masyarakat dalam

menerapkan konsep Creating Shared Value (CSV).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan
praktis sebagai bahan informasi tambahan atau referensi bagi mahasiswa
maupun pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk penelitian lanjutan

yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Corporate Social Responsibility (CSR)

1) Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang kini lebih dikenal luas dengan istilah
Corporate Social Responsibility (CSR) sebenarnya bukanlah merupakan suatu
konsep baru yang berkembang beberapa tahun belakangan ini. CSR adalah sebuah
pendekatan di mana perusahan mengintegrasi kepedulian sosial dalam operasi
bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan
(stakeholder) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.? Pengertian CSR
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu komitmen perusahaan terhadap
kepentingan para stakeholders dalam arti luas daripada sekedar mengejar
keuntungan demi kepentingan perusahaan belaka. Ditinjau dari konteks tanggung

jawab sosial perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh

® Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, Bandung : Alfabeta, 2009, him.103.
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melakukannya dengan mengorbankan kepentingan pihak lain yang terkait.
Berdasarkan pemaknaan diatas, tersirat bahwa ruang lingkup dari tanggung jawab

sosial perusahaan sangat luas.*

Gambaran mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

dikemukakan pada alinea kedelapan Penjelasan Umum Undang-Undang

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang dapat dideskripsikan sebagai

berikut:

1) Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mewujudkan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningktkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermnfaat bagi perseroan itu sendiri,
komunitas dan masyarakat pada umumnya;

2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud untuk mendukung
terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan
lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat;

3) Sehubungan dengan itu, perlu ditentukan, bahwa perseroan yang kegiatan
usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan ‘“‘sumber daya alam”, wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

4) Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan TJSL harus dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dengan memperhatikan kepatutan dan

kewajaran.

Penjelasan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam alinea

kedelapan Penjelasan Umum tersebut dipertegas mengenai sanksi yang akan

19 Sunaryo, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam
Berbagai Perspektif Kajian, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2015, him. 12.
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diberikan apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah Corporate Social Responsibility muncul bersumber dari konsep yang
digagas oleh Howard Rothmann Browen. Berdasarkan bukunya yang berjudul
Social Responsibility of the Businessman sebagaimana dikutip dalam Chairil N.
Siregar, mengenai Corporate Social Responsibility yaitu Istilah Corporate Social
Responsibility pertama kali menyeruak dalam tulisan Social Responsibility of the
Businessman tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rothmann Bowen ini
menjawab keresahan dunia bisnis. Timbul kesan buruk dari masyarakat
bahwaperusahaan dan pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli

pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan.**

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang juga menekankan
kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat pada definisi
menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility adalah komitmen bisnis
untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja
dengan karyawan, keluarga mereka, masyarakat setempat, dan masyarakat pada

umumnya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.*?

Menurut A. Sonny Keraf sebagaimana dikutip Erni R. Ernawati dalam bukunya

Sunaryo™ setidaknya ada empat lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

" Chairil N. Siregar, Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social

Responsibility Pada Masyarakat Indonesia, Jurnal Sosio-teknologi Edisi 12 Tahun 6-2007, him.
286. www. fsrd.ith.ac.id, diakses tanggal 24 September 2018.

2 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi),
Bandung: ALVABETA, 2014, him. 94.

13 Sunaryo, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan..., Op cit., him. 12-13.
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a) Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi
kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah
ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga
sungaidari polusi, pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antara perusahaan
besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial dan lain-lain.

b) Keuntungan ekonomis, karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan,
hal ini akan dapat membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk
perusahaan.

¢) Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam
kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur.

d) Hormat pada hak dan kepentingan stakeholders atau pihak-pihak tertentu yang
terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan

bisnis atau perusahaan.

Dari uraian mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR di atas, dapat
disimpulkan bahwa dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain
menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa
pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/CSR memberikan penekanan pada
upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif
sehingga perusahaan tidak hanya fokus pada mencari suatu keuntungan semata,
namun tetap memerhatikan lingkungan sosial sebagai bentuk tanggung jawab

terhadap pelestarian lingkungan.
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2) Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR)

Perseroan Terbatas atau yang sering disebut dengan PT merupakan suatu badan

hukum yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab

dari para pemegang saham tersebut terbatas berdasarkan jumlah saham yang
dimiliki. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas dalam

menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab

sosial sebagai bentuk kewajiban yang telah disebutkan di dalam UUPT. Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Penjelasan mengenai

Tanggung Jawab Sosial tertuang dalam Pasal 74 UUPT sebagai berikut:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan;

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajiban Perseroan yang diangarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan

kepatutan dan kewajaran;
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(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang terdapat
dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada
umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan
Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan kewajiban
perusahaan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dalam hal perseroan tidak
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka akan dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Tujuan dan Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)
Kegiatan Corporate Social Responsibility perusahaan tidak untuk mendapatkan
profit atau keuntungan, yang diharapkan dari kegiatan Corporate Social

Responsibility adalah benefit berupa citra perusahaan. Perusahaan tidak semata-
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mata mengejar keuntungan tetapi juga harus menjaga aspek sosial dan
lingkungan. Dengan demikian, CSR bukan hanya akan menambah profit bagi
perusahaan akan tetapi CSR juga memiliki berbagai manfaat yang berarti bagi
suatu perusahaan antara lain yaitu:**

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk peusahaan;

2) Mendapatkan lisensi untuk beroprasi secara sosial;

3) Mereproduksi resiko bisnis perusahaan;

4) Melebarkan akses sumberdaya perusahaan bagi operasional usaha;

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas;

6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah;

7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder;

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator;

9) Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan;

10) Peluang mendapatkan penghargaan.

Aktivitas CSR dimaksudkan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, CSR
dimaksud harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor
keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan

konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

¥ Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,
him. 6-7.
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B. Creating Shared Value (CSV)

1) Pengertian Creating Shared Value (CSV)

Creating Shared Value (CSV) adalah sebuah konsep yang mengharuskan
perusahaan memainkan peran ganda menciptakan nilai ekonomi (economic value)
dan nilai sosial (social value) secara bersama-sama (shared), tanpa salah satu
diutamakan atau dikesampingkan. Memberikan solusi terhadap persoalan-
persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan bukanlah pekerjaan sampingan, tetapi
harus embedded di dalam jantung strategi perusahaan.’® Dengan kata lain, bahwa
CSV merupakan sebuah strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukan

masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi bisnis.

Secara sepintas, konsep CSV seakan mengungguli konsep sebelumnya. Bertolak
pada beberapa keuntungan nyata yang ditawarkan oleh konsep ini, yang secara
jelas lebih unggul daripada CSR. Akan tetapi, jika dikaji lebih dalam lagi, konsep
CSV tidak jauh beda dengan konsep CSR malah sebaliknya konsep CSV sangat
syarat dengan ideologi kapitalisme yang dibalut sedemikian rupa sehingga
tersamarkan dimata stakeholder. Konsep CSV mengabaikan masalah-masalah
sosial paling mendesak yang dihadapi oleh perusahaan secara global, yakni
membentang rantai nilai dan memotivasi perusahaan untuk fokus pada laba,
daripada memecahkan sistematika sosial dan lingkungan yang berhubungan

dengan perusahaan.®

> Michael E Porter, Creating Shared Value as Businness Strategy, Buston: Shared Value
Leadership Summit, 2013, him. 9.

16 Crane, Andrew, et. al. Contesting the Value of “Creating Shared Value”. University Of
California Berkeley, Vol. 56, No. 2, Winter 2014. Dalam skripsi Nurhikmah K “implementasi
creating shared value melalui kajian prespektif islam: sebuah pendekatan kritis herbert marcuse
(Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara XIV Kabupaten Takalar), UIN Alauddin Makassar:
2016, him. 19-20.
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Konsep CSV telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. CSV
merupakan pengembangan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan. CSV
berbeda dalam banyak hal dari CSR, di mana jika CSR lebih fokus pada
kepatuhan pada peraturan yang relevan, dan kedermawanan yang memiliki tujuan
utama untuk meningkatkan reputasi korporasi.'’ maka paradigma baru ini
menyerukan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dan lingkungan

sosialnya.

Konsep CSV memberikan kepercayaan bahwa ketika perusahaan mengadopsinya
maka perusahaan dapat membentuk kembali praktek bisnis saat ini dan ekonomi
berbasis pasar. Pada intinya, konsep ini ingin mengeser konsep lama yaitu CSR
yang dianggap tidak berkelanjutan (sustainable). Perusahaan dapat mewujudkan

atau menciptakan shared value (CSV) dengan 3 cara:'®

a) Perusahaan perlu meredefinisi pasar dan produk. Apakah produk benar-benar
diperlukan oleh pasar dan apakah produk kita tersebut benar-benar bernilai
untuk pasar yang kita tuju, atau apakah produk kita ini bermanfaat serta bisa
diakses oleh sebanyak-banyaknya konsumen.

b) Redefinisi Produktivitas sepanjang value chain. Apakah usaha yang Kkita
jalankan benar-benar bermanfaat untuk produktivitas dari value chain
perusahaan? Karena value chain perusahaan pasti dipengaruhi baik langsung
maupun tidak langsung oleh lingkungannya, misalnya isu sosial, lingkungan,

kesehatan karyawan dan lain-lain. Seharusnya terdapat kesamaan tujuan antara

Y M Kitzmueller and Shimshack J, Economic Prespective in Corporate Social
Responsibility.Journal of economic Literature, Volume. L (1).2012, him. 51-84.

'® Hesti L. Tata, Creating Shared Value (CSV): Konsep Baru Dalam Dunia Usaha, 2012,
him. 9.
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produktivitas value chain perusahaan dan perkembangan lingkungan
sekitarmya. Sinergi akan terjadi manakala perusahaan melakukan pendekatan
sosial dari perspektif shared value dan menciptakan cara-cara baru dalam
menjalankan usahanya untuk mengkoordinir isu-isu sosial tersebut. Porter dan
Kramer menyatakan ada beberapa komponen value chain yang dapat diimprov,
misalnya logistic, pemanfaatan sumber daya atau pengadaan (procurement).

¢) Mengembangkan Klaster Industri Pendukung di sekitar lokasi Perusahaan.
Produktivitas dan inovasi dari suatu perusahaan bergantung juga kepada tempat
di mana perusahaan tersebut berada, suppliernya, penyedia jasa, dan lokasi
infrastruktur logistiknya. Vendor untuk mendukung operasi perusahaan benar

bisa diperoleh dari pengembangan industri disekitar perusahaan.

2) Implementasi Creating Shared Value (CSV)

Creating Shared Value (CSV) pada dasarnya merupakan pengembangan dari
konsep tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR).
Konsep CSV ini menempatkan masyarakat termasuk pemangku kepentingan dan
pemasok sebagai mitra, sesama subyek. Sementara konsep CSR cenderung
menempatkan pemangku kepentingan sebagai obyek. Konsep CSV berada pada
tiga komponen utama, yaitu: (1) pertanian dan pembangunan berkelanjutan, (2)
lingkungan manufaktur dan sumber daya manusianya (SDM), serta (3) produk
dan konsumen.® Dengan konsep ini, baik perusahaan maupun masyarakat
memeroleh manfaat yang sinergis. Dimana dalam hal ini pihak pengusaha akan

membeli produk pertanian berkualitas tinggi dari petani, sehingga pihak

¥ Michael E. Porter and Mark R. Kraner, Creating Shared Value: How to Reivent
Capitalism and Unleash A Wave of Innovation and Growth, MA: Harvard Bussiness Review,
2015, him. 8.
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pengusaha akan meningkatkan pengetahuan petani dengan memberikan pelatihan
dan sarana untuk mencapai kualitas produk yang dibutuhkan. Pengusaha juga
harus memberikan harga yang sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan oleh
petani dan menghargai usaha yang dilakukan petani dalam memproduksi barang.
Selain itu, perusahaan juga harus menciptakan manfaat bersama bagi sumber daya
manusia yang bekerja dalam sektor industri tersebut dan bertanggung jawab
dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mendidik karyawan terampil

dan bertanggung jawab.

Implementasi CSV dilaksanakan dengan niat mulia untuk memecahkan persoalan-
persoalan sosial yang selaras dengan upaya untuk menghasilkan profit. Konsep
CSV menarik dan lebih berkelanjutan karena intinya adalah growing together
with society, ketimbang sekedar do no harm to society. Antara CSR dan CSV
memang punya landasan yang sama, yaitu doing well by doing good. Letak
perbedaannya adalah CSR masih berbicara tentang tanggung jawab sebagai
respon dari tekanan luar perusahaan, sedangkan CSV sudah menapak pada
penciptaan nilai bersama, sehingga terintegrasi dengan pencapaian keuntungan
perusahaan. Perusahaan bukan hanya menciptankan nilai ekonomi tetapi juga nilai
sosial secara bersama-sama tanpa ada yang didahulukan atau dikesampingkan.
Jika CSR memiliki nilai untuk melakukan kebaikan, maka CSV berupaya
meningkatkan keuntungan ekonomi dan sosial. Jika CSR menekankan, filantropi,
maka CSV menekankan pentingnya penciptaan nilai bersama antara perusahaan
dan masyarakat. Jika CSR merupakan bentuk atas tekanan dari luar korporasi,
maka CSV malah menjadikan masalah sosial sebagai salah satu pertimbangan

dalam menentukan strategi bersaing. CSV bukanlah tentang filantropi, melainkan



21

bagian dari strategi bisnis yang mencari optimasi keterlibatan pemangku
kepentingan lain dalam mata rantai usaha, sebagai upaya penciptaan value bagi

para pemangku kepentingan tersebut dan bagi perusahaan.”

Munculnya konsep CSV ini, diharapkan mampu meningkatkan kepedulian
perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Paradigma baru ini menyerukan
adanya integrasi menyeluruh antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Dengan
adanya kesadaran bahwa kemajuan sosial masyarakat adalah kemajuan sosial
perusahaan, maka seharusnya perusahaan mempunyai kesadaran untuk
mempunyai prioritas yang sama antara kemajuan perusahaan dan kemajuan
lingkungan sosialnya. Melalui CSV, kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak
hanya perusahaan yang akan memperoleh suatu keuntungan, tetapi pihak-pihak
yang terkait dalam mata rantai operasional perusahaan juga akan memperoleh
keuntungan ekonomi untuk jangka panjang. Selain itu, adanya konsep CSV akan
memberikan kerangka yang menyeluruh untuk mengembangkan integrasi antara
masyarakat dengan aktivitas bisnis, sehingga akan semakin dapat mendorong
terwujudnya kemakmuran bersama atau keadilan sosial sebagaimana yang

diharapkan.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kemitraan

1) Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan

suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan hukum antara dua orang yang

2 Sunaryo, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan . . . ., Op. cit., him. 32.
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disebut dengan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian menerbitkan perikatan
antara dua orang yang membuatnya. Mengenai bentuknya, perjanjian itu berupa
suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang

diucapkan atau dituliskan.?

Pengertian perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih. Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu
hal.?* Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian maka seseorang membuat suatu
naskah perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hokum yang ada selain
undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, sedangkan perikatan adalah
suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan
kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain, sehingga dengan adanya
perjanjian seseorang memiliki akibat hokum yang menciptakan suatu prestasi

(janji) yang harus dilaksanakan.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.?

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

2! Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Cetakan X, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990,
him. 1.

22 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, him.1.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,
hlm. 255.
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1) Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek)

2) Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu (consensus)

3) Adanya objek berupa benda

4) Adanya tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)

5) Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu
hubungan hukum yang terjadi karena adanya kata sepakat atau persetujuan yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal tertentu dalam
lapangan harta kekayaan yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Dalam
perjanjian termuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara kedua belah
pihak, hal itu dimaksudkan agar pihak-pihak dalam perjanjian memenuhi
janjinya, sehingga terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya
sendiri yang memungkinkan untuk menunaikan prestasi. Perjanjian pada
dasarnya dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau
penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pihak dalam perjanjian
(kontrak) yang telah dibuat. Untuk itu, perjanjian perlu dibuat secara cermat dan
teliti untuk dapat digunakan di dalam prakteknya, dan juga perlu disimpan
dengan baik sebagai dokumen untuk dijadikan bukti apabila terjadi sengketa

dikemudian hari serta dapat digunakan untuk mengurangi resiko bisnis.

b) Syarat Sah Perjanjian
Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dirumuskan dengan
kata “sahnya” namun dengan kata “adanya”, perumusan dengan kata “adanya”

tidak tepat karena adakalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat
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yang ditentukan dalam pasal tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau
tidak sahnya perjanjian.®* Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap
membuat perjanjian tidak berakibat batalnya suatu perjanjian itu, sepanjang tidak
ada pembatalan perjanjian maka perjanjian itu tetap sah. Begitu juga perjanjian
yang mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung
paksaan, kekeliruan atau kekhilafan, dan/atau penyalahgunaan keadaan hanya
membawa akibat dapat dibatalkan. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat
syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dalam Pasal 1108 Code Civil Perancis juga menentukan 4 (empat) persyaratan
essensial bagi keabsahan perjanjian, yaitu :

1) Adanya kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua
belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing
pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam
mewujudkan kehendaknya. Oleh sebab itu, kesepakatan merupakan hal penting
dalam suatu perjanjian, karena perjanjian menjadi sah apabila terdapat
kesepakatan terhadap segala sesuatu yang diperjanjikan antara dua pihak yang

melakukan perjanjian.

* Ridwan Khairadi, Kebebasan Berkontral dan Pacta Sun Servanda, Yogyakarta: Ull
Press, 2015, him. 21.
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Menurut Badrulzaman, pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan
kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan
dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan
akseptasi (acceptatie). Sedangkan menurut Subekti, kedua belah pihak dalam
suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan
kemauan itu harus dinyatakan. Mengenai pernyataan ini dapat dilakukan secara
tegas dan secara diam-diam. Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas
(sukarela), maka KUHPerdata menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak
diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (dwaling) dan
penipuan (bedrok).?®> Hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan bahwa
tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Kata sepakat sendiri pada dasarnya
adalah pertemuan antara dua kehendak. Pernyataan kehendak harus disampaikan
kepada pihak lawannya, pihak lawan tersebut haruslah mengerti kehendak
tersebut. Kemudian jika pihak lawan menyatakan menerima atau menyetujui

kehendak, baru terjadi kata sepakat.

2) Adanya Kecakapan

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat sah perjanjian kedua yaitu
kecakapan untuk membuat perikatan. Orang-orang atau pihak-pihak dalam
membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, seperti ditegaskan
dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang adalah
cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang

dinyatakan tidak cakap.

% bid., him. 61.
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Dalam Pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang
tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, diantaranya yakni orang-orang yang
belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan orang-orang
perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada
umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat
persetujuan-persetujuan tertentu. Mengenai orang-orang yang belum dewasa,
kriteriannya ditentukan oleh Pasal 330 KUHPerdata yaitu, belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan
sebelumnya belum kawin. Bila perkawinan mereka putus (cerai) sebelum umur
mereka genap 21 (dua puluh satu tahun) maka mereka tidak kembali lagi dalam

status belum dewasa.

3) Adanya Hal Tertentu

Perjanjian haruslah memiliki objek tertentu yang sekurang-kurang dapat
ditentukan. Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata menentukan, suatu perjanjian harus
mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.
Objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian sebagai bagian dari perikatan
juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalah di dalam
perjanjian adalah prestasi, prestasi harus tertentu atau setidaknya-tidaknya harus
dapat ditentukan. J.Satrio juga menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari

prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan.?®

4) Sebab (Causa) yang Halal
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyaratkan bahwa perjanjian di samping harus

ada kausanya, tetapi juga kausa itu harus halal. Menurut Badrulzaman, causa

28], Satrio, Op.cit., him. 31.
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dalam hal ini bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian causa di sini
tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran causaliteit, bukan juga

merupakan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian.

Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya
dasar yang melandasi hubungan hukum dibidang kekayaan. Dasar inilah yang
dinamakan kausa. Pembuat Undang-Undang ketika mengatakan suatu perjanjian
tidak memiliki kausa hukum atau kausanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah.
Sebenarnya hendak menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki
akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Pertama yang menyatakan tujuan
perjanjian mempunyai dasar yang patut atau pantas, dan yang kedua perjanjian

harus mengandung sifat sah.?’

Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah
(mengikat) jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh para pihak sesuai
dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun apabila salah satu tidak
terpenuhi maka perjanjian tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, baik
dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektifnya), maupun
dapat dibatalkannya perjanjian demi hukum (tidak terpenuhinya unsur obyektif).
Unsur dalam subyektif tersebut yaitu mengenai kesepakatan mereka yang
mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, sedangkan
dalam syarat obyeknya yaitu mengenai suatu persoalan tertentu atau objek yang
diperjanjikan dan suatu sebab yang tidak terlarang atau suatu causa yang halal

mengenai hal-hal pokok dari perjanjian ini.

%" Ridwan Khairandy, Loc.cit.
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c) Asas-Asas dalam Perjanjian

Sistem pengaturan hukum perjanjian terdapat dalam Buku ketiga KUHPerdata

yang memiliki sifat hukum sebagai pelengkap. Hukum perjanjian memberikan

kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa
pembatasan tertentu. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :

1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya;

2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua
belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk
itu;

3) Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih

mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan. Hubungan

fungsional antara asas dan ketentuan hukum sebagai berikut :

1) Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangunan sistem. Asas itu tidak hanya
mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu
sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas.

2) Asas-asas itu membentuk satu dengan yang lainnya suatu sistem check and
balance. Asas ini menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya
menjadi rintangan ketentuan hukum. Oleh karena itu merujuk pada arah yang

berlawanan, maka asas itu saling mengekang sehingga tercipta keseimbangan.
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Menurut Ridwan Khairandy hukum mengenal empat asas perjanjian yang saling
terikat satu sama lain, diantaranya yaitu® :

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan manusia. Menurut
Grotius yang menjadi dasar konsensus dalam Hukum Kodrat menyatakan sebagai
pacta sunt servanda (janji itu mengikat), dikatakan lebih lanjut promissorsoruth
implendorum obligatio (kita harus memenuhi janji kita). Selain dari itu, asas
konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus
(kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok

dari apa yang menjadi objek perjanjian.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab
merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Asas
kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum
perikatan yang diatur dalam Buku Il KUHPerdata dan merupakan hukum
pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian
karena memiliki sistem terbuka. Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal,
artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara
lain dan memilii ruang lingkup yang sama. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian

yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.?®

28 1hi
Ibid.
** Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia (dalam Prespektif Perbandingan bagian
pertama), Yogyakarta: FH Ull Press, 2013, him. 87.
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3) Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Asas ini mengajaran dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat sehngga para
pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan sesuai dengan perjanjian
yang telah mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat
sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan
kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang
dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka, asas
inilah yang menjadikan kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban

moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

4) Asas lIktikad Baik

Iktikad baik dalam perjanjian dibedakan antara iktikad baik prakontra dan iktikad
baik pelaksanaan kontra. lktikad baik prakontra disebut juga iktikad baik
subjektif, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan
negosiasi, iktikad baik prakontra ini berkmakna kejujuran. Iktikad baik ini disebut
iktikad baik subjektif karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang
melakukan negosiasi. Sedangkan iktikad baik pelaksanaan kontrak ini disebut
iktikad baik objektif, karena mengacu pada si perjanjian. Isi perjanjian harus
rasional dan patut. Isi perjanjian adalah kewajiban dan hak para pihak yang

mengadakan perjanjian.



31

2) Kemitraan

a) Pengertian Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata partnership, dan
berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh,
sekutu, atau kampanyon”. Makna partnership yang diterjemahkan menjadi
persekutuan atau perkongsian.®® Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk
persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama
atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu,

sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan
kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan
kerjasama sebagai mitra. Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu
strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu
tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan
dan saling membesarkan.®! Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan
kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam

menjalanan bisnis.

Hal demikian sesuai dengan pendapat lan Linton yang mengatakan bahwa
kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan

berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kemitraan

%0 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogyakarta:
Gaya Media, 2004, him. 129.

31 Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, him.
43.
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menggantikan hubungan pembeli/pemasok tradisional dengan suatu derajat
kerjasama dan saling percaya serta memaafkan keahlian setiap mitra usaha guna

memperbaiki persaingan secara keseluruhan.®

Kemitraan juga diartikan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha yang saling
menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar
(perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha
besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan usaha
pertanian merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengacu pada
terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari
saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melaui perwujudan sinergi
kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling

menguntungkan, dan saling memperkuat.

b) Jenis-Jenis Kemitraan

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang
besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang
bermitra. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas
nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan
etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun jenis-

jenis kemitraan adalah sebagai berikut:**

%2 lan Linton, Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama, Jakarta: Penerbit Halirang, 2007,
him. 10-11.

% Widada Martodireso, Terobosan Kemitraan Usaha dalam Era Globalisasi, Yogyakarta:
Kanisius, 2001, him. 12.

% Hafsah, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000,
him. 17.
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Kemitraan inti-plasma, merupakan pola hubungan kemitraan antara
petani/kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan
inti yang bermitra usaha. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara
usaha kecil dengan menengah atau besar sebagai inti membina dan

mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam:

Memberi bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi.

Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan.

Menyediakan sarana produksi.

Pemberian bantuan lainnya yang dperlukan bagi peningkatan efisiensi dan
Produktivitas usaha.

Kemitraan sub-kontrak, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok
mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai
bagian dari produksinya.

Kemitraan dagang umum, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok
mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra dan perusahaan
mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra.

Kemitraan keagenan, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok
mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk usaha perusahaan mitra.
Kemitraan waralaba, merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok
mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan lisensi, merek
dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha
sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan

manajemen.
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¢) Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan  memiliki  prinsip-prinsip  dalam pelaksanaannya.  Wibisono
merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:*®

1) Kesetaraan atau keseimbangan (equity)

Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan
kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai
dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling

percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

2) Transparansi.

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja.
Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan
keuangan. Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing
anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh
anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai
berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling

melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

3) Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh
manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

% yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Gresik: Fascho Publishing, 2007,
him. 103.
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3) Perjanjian Kemitraan

a) Subjek Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Peraturan
Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan. Kemitraan menurut Pasal 1
Angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah adalah: “Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayali,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah dengan Usaha Besar”. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan adalah:
“Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan
Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah
dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

memperkuat dan saling menguntungkan”.

Mengenai perjanjian, secara umum memiliki arti luas dan sempit, perjanjian
dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang
dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, sedangkan dalam arti
sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum
kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku Il KUHPdt. Dengan demikian
dapat dirumuskan bahwa perjanjian kerjasama merupakan sebuah kontrak atau
perjanjian yang dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar,
di mana usaha menengah dan atau besar berkewajiban memberikan program

kemitraan, pembinaan, dan pengembangan kepada usaha kecil, dan usaha kecil
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berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
Para pihak yang terkait dalam perjanjian kemitraan (kerjasama) adalah pihak
usaha kecil dengan usaha menengah atau besar. Ukuran yang digunakan untuk
menentukan usaha kecil, usaha menengah atau besar di lihat dari aspek
permodalan. Usaha menengah dan atau usaha besar modalnya lebih besar dari
usaha kecil, karena memiliki kekayaan bersih atau penghasilan penjualan tahunan

lebih besar.

Subjek hukum perjanjian kerjasama dalam penelitian ini adalah perusahaan
dengan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, di mana perusahaan adalah
pihak yang memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka
memberikan pelatihan dalam pelaksanaan kemitraan, sedangkan masyarakat
merupakan pihak yang menjadi mitra perusahaan. Kerja sama yang dilakukan
oleh perusahaan dan masyarakat (kelompok tani) sesuai dengan apa yang menjadi
kebutuhan perusahaan, biasanya berkaitan dengan produksi perusahaan. Dengan
demikian, maka kerja sama tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah pihak,

baik perusahaan maupun masyarakat.

b) Objek Perjanjian Kemitraan

Sesuai dari apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang salah satunya
yaitu harus memiliki objek tertentu.Unsur terjadinya persetujuan suatu objek
tertentu, ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. Perjanjian dengan objek yang dapat
ditentukan diakui sah. Perjanjian tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak
dapat ditentukan. Perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling

sedikit dapat ditentukan jenisnya.
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Objek perjanjian dalam penelitian ini berhubungan dengan bahan baku yang
dibutuhkan perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan
makanan biasanya membutuhkan pasokan bahan baku yang tidak hanya
didapatkan dari dalam perusahaan, melainkan dapat berasal dari luar dengan
membentuk suatu kemitraan dengan petani atau masyarakat. Perusahaan sebagai
subjek perjanjian dalam penelitian ini bekerja sama dengan masyarakat sekitar
dalam pemenuhan bahan baku yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi
perusahaan, sedangkan masyarakat merupakan pihak yang berperan sebagai mitra

dalam memenuhi pasokan bahan baku kepada perusahan.

D. Penyelesaian Sengketa

1) Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) adalah
sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan.
Sengketa merupakan proses di mana terjadi dua pandangan terhadap satu objek,
sehingga menyebabkan benturan kepentingan terhadap objek tersebut. Sengketa
dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja baik antara individu dengan
individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok,
antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara
negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa
dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam

lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak

lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada
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pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa
yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum
kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara
para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah
dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata
lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak dalam

perjanjian.*®

2) Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan guna
mencapai adanya kesepakatan para pihak. Persengketaan itu sendiri hadir karena
adanya keadaan dalam praktek pelaksanaan perikatan yang tidak sesuai dengan
maksud dan tujuan perikatan tersebut. Oleh karena itu penyelesaian sengketa
hadir sebagai salah satu solusi demi kembalinya maksud dan tujuan perikatan para
pihak yang bersengketa. Secara umum, pola penyelesaian sengketa dapat dibagi

menjadi dua macam, yaitu melalui litigasi dan non litigasi.

a) Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang
sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang
dilaksanakan dengan proses beracara dipengadilan di mana kewenangan untuk
mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan
proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang

bersengketa saling berhadapan satu sama lainuntuk mempertahankan hak-haknya

% Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengeta Perdata di Pengadilan,
Jakarta : Rajawali Pers, 2012, him. 12.
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di muka pengadilan. Hasil akhir darisuatu penyelesaian sengketa melalui litigasi

adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.*’

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tunduk terhadap ketentuan
hukum acara perdata, yaitu HIR (het Herzienne Indonesisch Reglement), RBg
(Rechtsreglement Buitengeweisten), serta peraturan perundang-undangan lainnya
yang mengatur mengenai acara perdata. Terdapat 3 (tiga) macam reglemen hukum
acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat

pertama, yaitu® :

1) Reglement op de burgelijke Rechtsvordering (Brv) untuk golongan Eropa yang
berperkara di muka Raad van justitie dan residentie gerecht.

2) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk golongan bumi putera dan timur
asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad.

3) Rechtreglement voor de Buitengenwesten (RBg) untuk golongan bumi putera

dan timur asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana
orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana
pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya
peraturan-peraturan hukum perdata. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah
sekumpulan peraturan yang mengatur cara bagaimana seseorang harus bertindak
terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap Negara

atau badan hukum (juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka

*Ibid., him. 35
** Nilla Nargis dan Marindowati, Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata, Bandar Lampung:
Justice Publisher, 2014, him. 2.
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terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga terdapat
tertib hukum. Yang dimaksud dengan peradilan adalah tugas yang dibebankan
kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk
mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan

kepadanya.

b) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi adalah penyelesaian
secara damai antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui
perdamaian berakar pada budaya hukum masyarakat kita, di mana di lingkungan
masyarakat adat dikenal adanya runggun adat, kerapatan adat, peradilan adat atau
peradilan desa lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan
falsafah negara yang digali dari hukum adat dan dipraktekkan dalam kehidupan

sehari-hari.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi bersifat tertutup untuk umum (close door
session) dan kerahasiaan para pihak terjamin (confidentiality), proses beracara
lebih cepat dan efisien. Proses beracara di luar pengadilan ini menghindari
kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara
di pengadilan umum dan win-win solution. Penyelesaian sengketa ini dinamakan

sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).*

Penyelesaian sengketa melalui APS diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1

Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

* Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia
Dan Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 9.
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Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan sebagai lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian di luar pengadilan. Adapun penyelesaiannya dengan cara konsultasi,

negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase sebagai berikut :

1) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak
tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak
konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan

kebutuhan kliennya.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai
kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis
dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu
masalah yang sedang berlangsung. Berbeda dengan mediasi, komunikasi yang
dilaksanakan dalam proses negosiasi dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan

pihak ketiga sebagai penengah.

3) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang kurang lebih
hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral
dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa
disebut mediator. Mediasi merupakan suatu prosedur di mana seseorang atau lebih
bertindak sebagai mediator yang sifatnya penengah. Mediator memiliki peran

sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan,
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menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan
kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak yang bersengketa guna

mencapai kesepakatan bersama.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada
suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-
fakta (konsiliator) dimana konsiliator akan membuatkan usulan-usulan untuk

suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat.

5) Penilaian Ahli
Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang
dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu

yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.

6) Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa, di mana para pihak yang
bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa
mereka. Keberadaan arbiter harus melalui persetujuan para pihak yang
bersengketa. Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter
mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan arbiter yang diambil arbiter
bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti dalam proses peradilan, tetapi

didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase.
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E. PT Great Giant Pineapple

PT Great Giant Pineapple (PT GGP) merupakan salah satu anak dari perusahaan
PT Gunung Sewu. Bisnis PT Gunung Sewu yang bergerak dalam produksi
makanan dan minuman dikelompokkan menjadi Great Giant Foods (GFF) yang
diantaranya adalah PT Great Giant Pineapple, PT Great Giant Livestock, Sewu
Segar Nusantara (SSN), Yupi Indo Jelly Gum, Umas Jaya Agrotama (UJA), Sierad

Produce, Bromeline Enzyme (BE) dan Sewu Segar Primatama (Re Juve).*°

PT GGP pertama kali didirikan pada pada tanggal 14 Mei 1979 secara yuridis
formal dengan Akte Notaris N0.48 yang berlokasi di Jalan Raya Arah Menggala
KM 77 Terbanggi Besar Lampung Tengah.Secara geografis PT GGP terletak pada
49° Lintang Selatan dan 105° Bujur Timur pada ketinggian 46 m dari permukaan

laut sehingga PT Great Giant Pineapple terletak pada daerah tropis.

Pada awal berdirinya, PT GGP dipelopori oleh PT Umas Jaya Farm (UJF). PT
Umas Jaya Farm bergerak dalam bidang usaha perkebunan singkong dan pabrik
tepung tapioka yang secara hukum telah berdiri sejak tahun 1973 dan memulai
usahanya di Terbanggi Besar dengan dipelopori oleh 20 orang sebagai perintis.
Tahun 1979 PT GGP memulai penanaman nanas. Nanas yang ditanam adalah
jenis Smooth cayenne (nanas tanpa duri). Pada tahun 1983-1984 PT GGP mulai

mengekspor perdana nanas kalengan sebanyak 4 kontainer.

Awalnya PT GGP hanya memiliki luas areal 9.118 ha. Namun setelah adanya
perkembangan luas areal yang terjadiselama 35 tahun, PT GGP mengalami

peningkatan yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian PT GGP

0 Gunung Sewu, Business-Food, Http://www.gunungsewu.com/our-business/pt-giant-
great-pineapple, diakses pada tanggal 27 Desember 2018, pukul 05.40 WIB.


http://www.gunungsewu.com/our-business/pt-giant-great-pineapple
http://www.gunungsewu.com/our-business/pt-giant-great-pineapple
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pada bulan Februari 1996 yang telah mendapatkan sertifikat 1ISO 9002 dari Lyod
Register yang berarti sistem kualitas yang diterapkan telah memenuhi Standar
Internasional. Sertifikat sistem manajemen mutu lainnya seperti Sertifikat SMKS
(Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja) dari Sucofindo (1999),
Sertifikat SA 8000 (Social Accountability) dari Bureau Veritas Quality Assurance
(2001), serta Sertifikat ISO 14001, versi 2004 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Tahun 2006.** Saat ini PT GGP telah memiliki luas area kurang lebih 32.200 ha
dengan efektif penanaman 25.595 ha, dan sejak tahun 2017 PT GGP berhasil
menjadi produsen nanas kaleng terbesar ke-3 di dunia. Dengan luas lahan 33 ribu
hektar dalam setahun PT GGP mampu memproduksi lebih dari 12.000 kontainer
nanas kaleng dan 10 juta boks buah-buahan segar berupa pisang, nanas, jambu

Kristal (Bangkok), dan buah-buahan segar lainnya.*?

F. Kerangka Konsep

1) Identifikasi Hukum

Identifikasi hukum terdiri dari dua kata yaitu identifikasi dan hukum. Istilah
identifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti meneliti atau
menelaah. Identifikasi adalah sebuah kegiatan mencari, menemukan,
mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari

“kebutuhan” lapangan. Menurut Kartini Kartono, Identifikasi merupakan proses

* Neno Riski, Skripsi: Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Kepala Kebun pada
Bagian Plantation Group Il di PT Great Giant Pineapple, Fakultas Pertanian Universitas
Lampung, 2014. him. 60.

*2 Eva Martha Rahayu, Dibalik Kenaikan 4 Kali Ekspor Petani Pisang Binaan GGP,
http://swa.co.id/swa/trends/di-balik-kenaikan-4-kali-ekspor-petani-pisang-binaan-GGF,
diakses pada tanggal 27 Desember 2018, pukul 14.32 WIB.


http://swa.co.id/swa/trends/di-balik-kenaikan-4-kali-ekspor-petani-pisang-binaan-GGF
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pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan

karakteristik tertentu.*®

Identifikasi sering digunakan dalam kegiatan penelitian salah satunya berkaitan
dengan hukum. Hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi tentang
perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat
dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat. Dari pengertian
identifikasi dan hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi
hukum merupakan suatu kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan
aturan-aturan hukum yang berlaku serta meneliti peristiwa hukum yang
menyangkut dan mengatur berbagai kegiatan manusia dengan manusia lainnya di

dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Creating Shared Value (CSV)

Creating Shared Value (CSV) merupakan sebuah konsep yang mengharuskan
perusahaan memainkan peran ganda menciptakan nilai ekonomi (economic value)
dan nilai sosial (social value) secara bersama-sama (shared), tanpa salah satu
diutamakan atau dikesampingkan. CSV merupakan pengembangan dari konsep
tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep CSV ini menempatkan masyarakat
termasuk pemangku kepentingan dan pemasok sebagai mitra, sesama subjek.
Dengan adanya konsep ini, baik perusahaan maupun masyarakat yang menjalin
suatu kerja sama akan memperoleh manfaat yang sinergis dan berjangka waktu
panjang, di mana dalam hal ini pihak pengusaha akan membeli produk pertanian

berkualitas tinggi dari petani, sehingga pihak pengusaha akan meningkatkan

*® Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008,
him. 65.
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pengetahuan petani dengan memberikan pelatihan dan sarana untuk mencapai

kualitas produk yang dibutuhkan.

3) Kerja Sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kerja sama merupakan suatu
kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama oleh beberapa orang (lembaga,
pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama bisa terjadi ketika
individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran
untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Istilah kerja
sama dalam dunia bisnis sering disebut dengan kemitraan. Kemitraan dapat
dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang
membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling
membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu
bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang

baik.

Kemitraan usaha mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan,
dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan
kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan
yang saling membutuhkan, menguntungkan, dan saling memperkuat. Suatu
kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik individu,
organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan dengan memperoleh
manfaat dari kemitraan sesuai dengan kontribusi masing-masing. Tujuan yang
diharapkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap

dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat.
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G. Kerangka Pemikiran

Gambar. 1 Kerangka Pemikiran

/
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan/Corporate Social
Responsibility (CSR)
-
| V
Creating Shared Value (CSV) ]
) v
%
PT Great Giant Pineapple Petani Jambu Bangkok di
(GGP) Kabupaten Tanggamus
Pelaksanaan Perjanjian
Kemitraan dengan konsep
Syarat dan Hak dan Penyelesalan
prosedur kewajiban para sengketa
pihak
Keterangan:

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang didirikan dengan
tujuan untuk menyediakan segala kebutuhan manusia. Berdasarkan Pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan
bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL). TJSL atau sering disebut dengan istilah Corporate Social

Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahan yang tidak
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hanya berdampak pada keuntungan suatu perusahaan saja, tetapi diharapkan

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan saat ini hanya merupakan suatu
bentuk amal tanpa menerapkan prinsip saling menguntungkan. Oleh karena itu,
muncullah konsep Creating Shared Value (CSV) sebagai reformasi dari konsep
CSR, di mana konsep ini menjadikan tanggung jawab perusahan yang tidak hanya
terbatas pada suatu kegiatan amal saja, melainkan menjadikan masalah sosial
sebagai sebuah permasalahan bersama perusahaan. Sehingga konsep CSV lebih
terjadi secara berkelanjutan dengan pemberdayaan/kemitraan dengan masyarakat.
Hal ini dalam penerapannya sudah dilakukan oleh PT GGP dengan para petani
jambu bangkok yang terdapat di Kabupaten Tanggamus. PT GGP melibatkan para
petani jambu bangkok dalam kegiatan usaha mereka dengan memberikan
pembinaan, sehingga para petani jambu bangkok dilibatkan sebagai pemasok

bahan baku perusahaan tersebut.

Dengan adanya kemitraan yang dilakukan PT GGP dan Petani Jambu Bangkok
yang terdapat di Kabupaten Tanggamus maka akan menimbulkan suatu perjanjian
yang saling mengikat satu sama lain. Penerapan konsep CSV ini akan diliat dari
sisi syarat dan prosedur dalam pelaksanaan kerja sama, sehingga dalam
pelaksanaan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing
pihak. Selain itu, penerapan konsep CSV tidak selalu memberikan hasil yang
sesuai dengan keinginan para pihak akibat adanya kelalaian yang dapat
menimbulkan kemungkinkan terjadinya wanprestasi, sehingga perlu dikaji
mengenai cara penyelesaian sengketa yang timbul dari penerapan konsep CSV

antara PT GGP dan Petani Jambu Bangkok di Kabupaten Tanggamus.



I11. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis,
metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta
empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna
mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.* Untuk
memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan
metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian
tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.*

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (applied
law research). Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan
hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi
dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.*® Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris karena meneliti dan

mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-

* Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004, him.2.

** bid., him. 134.

*® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986,
him. 50.
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undang) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian

ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif (descriptive legal
study), yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan
sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan
hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai
gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat.*” Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan
secara jelas, rinci, dan sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian jenis normatif-empiris ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-
peraturan, buku-buku atau literature-literatur hukum serta bahan-bahan yang
mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini
dan pengambilan data langsung pada objek penelitian*® yang berkaitan dengan
identifikasi hukum terhadap konsep Creating Shared Value (CSV) dalam
pelaksanaan kerja sama antara PT Great Giant Pineapple dan Petani Jambu

Bangkok di Kabupaten Tanggamus.

" Op cit., him.52.
*® Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2001, him.10.
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D. Data Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, yang
terkait dengan identifikasi hukum terhadap konsep Creating Shared Value (CSV)
dalam pelaksanaan kerja sama antara PT GGP dengan petani jambu Bangkok di
Kabupaten Tanggamus. Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu
berdasarkan wawancara terhadap Bapak Ir. Sigit Prinatno D.D selaku Kepala
Bagian Perkebunan Inti Rakyat (PIR) wilayah Kabupaten Tanggamus,
Muhammad Syauqy selaku Quality Control di Departemen Guava and Others
Fresh Fruit (GOFF) di PT GGP, Bapak M. Nur Soleh dan Bapak Mujianto selaku
ketua dan koordinator kelompok tani serta Petani Jambu Bangkok seperti Bapak
Sunarno, Bapak Subardi, Bapak Bukhori, Bapak Nasikin, Bapak Isnadi, Bapak

Robi dan Bapak Bisri di Kabupaten Tanggamus.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan

cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan
perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4756).
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b) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian
ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.*

c) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan tehadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus,

ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara
membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku
dan literatur yang berkaitan dengan identifikasi hukum terhadap konsep
Creating Shared Value (CSV) dalam pelaksanaan kerja sama antara PT GGP

dengan petani jambu Bangkok di Kabupaten Tanggamus.

2. Studi Lapangan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan
permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan observasi dan wawancara.
Observasi adalah kegiatan peninjau yang dilakukan di lokasi penelitian dengan
pencatatan, pemotretan dan perekaman mengenai situaisi dan kondisi serta
peristiwa hukum di lokasi,® observasi ini dilakukan dua tahap yaitu observasi

pra-penelitian dan observasi penelitian. Wawancara adalah kegiatan

*° Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis llmiah, Jakarta: Ul Press, 2006, hlm. 12.
% Johannes Supranto, Metode Penelitian Hukum dan statistic”, Jakarta: Penerbit Rinek
Cipta, 2003, him.1.
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pengumpulan data langsung dari responden penelitian di lapangan®
menggunakan metode tanya jawab secara langsung terkait identifikasi hukum
terhadap konsep Creating Shared Value (CSV) dalam pelaksanaan kerja sama
antara PT GGP dengan petani jambu Bangkok. Pihak yang diwawancara yaitu
Bapak Ir. Sigit Prinatno D.D sebagai Kepala Bagian Perkebunan Inti Rakyat
(PIR) wilayah Kabupaten Tanggamus dan Bapak Muhammad Syauqy sebagai
Quality Control di Departemen Guava and Others Fresh Fruit (GOFF) di PT
GGP, Bapak M. Nur Soleh dan Bapak Mujianto selaku ketua dan koordinator
kelompok tani serta 7 orang Petani Jambu Bangkok yang bekerjasama dengan

PT GGP.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

1. Pemeriksaan data (editing)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen,
wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa

kesalahan.

2. Penandaan Data (coding)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun
pengunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan
golongan/kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan
untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis

data.

*! 1bid.
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3. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu
dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu
kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi

tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.>?

4. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif,
yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk
kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan
gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik

kesimpulan-kesimpulan.

>2 Abdulkadir Muhammad, Op. cit., him. 90-91.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai
identifikasi hukum terhadap konsep Creating Shared Value (CSV) dalam
pelaksanaan kerja sama antara PT Great Giant Pineapple dan petani jambu
bangkok, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur untuk menjadi mitra dengan PT GGP yaitu:

a) PT GGP awalnya menjalin kemitraan bersama vendor dengan memberikan
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh vendor seperti lahan
pertanian pribadi, fotokopi KK dan KTP, NPWP dan rekening bank yang
ditunjuk oleh perusahaan. Apabila vendor memenuhi persyaratan utama
yaitu memiliki lahan pertanian minimal 15 ha, maka kemitraan dapat
langsung dilakukan tanpa adanya pihak lain. Setelah persyaratan tersebut
terpenuhi oleh vendor kemudian diserahkan ke perusahaan, selanjutnya
dilakukan pengecekan lahan oleh perusahaan dan kemudian dibuatlah
perjanjian kerja sama dalam bentuk tertulis.

b) Apabila vendor tidak dapat memenuhi persyaratan luas lahan minimal 15
ha, maka vendor diperbolehkan melakukan kemitraan dengan pihak lain
(petani) dengan syarat petani harus memiliki lahan pertanian dan

menyerahkan fotokopi KK dan KTP. Persyaratan tersebut diserahkan
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kepada vendor, kemudian vendor mengecek lahan pertanian para petani

anggota mitranya dan barulah dibuat perjanjian kerjasama secara lisan.

2. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam kemitraan ini yaitu:

a) Hak dan kewajiban PT GGP dan vendor yaitu PT GGP harus memberikan
bibit jambu secara gratis kepada vendor yang kemudian akan diteruskan
oleh vendor kepada anggota mitranya, melakukan pembinaan dan menerima
serta membeli seluruh hasil panen jambu yang dikirim oleh vendor ke
perusahaan. Vendor dalam bermitra harus memiliki lahan pertanian pribadi,
menjual hasil panen jambu bangkok ke perusahaan, dan menerima
pembayaran sesuai jumlah buah jambu yang dikirim ke perusahaan.

b) Vendor pada kemitraan ini selain memiliki hak dan kewajiban terhadap
perusahaan, juga memiliki hak dan kewajiban kepada petani jambu sebagai
mitranya yaitu mengoordinasikan petani untuk pemanenan buah jambu dan
mengumpulkannya serta mencari pekerja dan membayar hasil panen petani
yang dalam hal ini dibantu oleh pembantu vendor. Petani jambu bangkok
harus menanam seluruh bibit jambu bangkok yang telah diberikan dan
melakukan perawatan, mendapatkan pembinaan serta pembayaran atas hasil

panen buah jambu petani yang dibeli oleh vendor.

3. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan ini yaitu
dengan pemberian peringatan sebanyak tiga kali. Peringatan pertama berupa
teguran lisan yang disampaikan oleh perusahaan melalui vendor kepada petani.
Peringatan kedua yaitu dengan peringatan tertulis, apabila petani tetap tidak
memberikan respon atas teguran tersebut maka yang terakhir yaitu dilakukan

mediasi atau musyawarah yang dihadiri oleh pihak perusahaan, vendor,
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pembantu vendor, dan petani. Walaupun pihak perusahaan tidak memiliki
hubungan secara langsung pada kemitraan dengan para petani, namun apabila
terjadi sengketa antara vendor dan petani, maka pihak perusahaan berperan

sebagai mediator atau penengah pada proses penyelesaian sengketa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, Penulis

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

kemajuan pelaksanaan kemitraan berkonsep CSV ini pada PT GGP.

1. Perjanjian yang dibuat pada kemitraan ini seharusnya memiliki format yang
jelas dan konsisten dalam merumuskan penyebutan pihak-pihak yang membuat
perjanjian, sehingga para pihak dapat dengan mudah memahami isi perjanjian.
Perjanjian kerja sama juga sebaiknya dilakukan oleh PT GGP kepada petani
jambu bangkok secara langsung yang dibuat secara terpisah dan tertulis supaya
dapat dijadikan pedoman dan apabila terjadi suatu sengketa dapat dijadikan

sebagai alat bukti yang kuat.

2. Peran vendor dalam kemitraan ini perlu ditingkatkan kembali terutama dalam
memberikan pembinaan dan pengawasan kepada petani, sehingga tidak ada
lagi petani yang melakukan pelanggaran yang menimbulkan suatu sengketa

karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh vendor.
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